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ABSTRACT

/RFDO� UHJXODWLRQV� DUH� ORFDO� UHJXODWLRQV� WKDW� DUH� HVWDEOLVKHG� E\� ORFDO� VSHFL¿FLWLHV�

UHFRJQL]HG� E\� WKH� &RQVWLWXWLRQ� RI� WKH� 5HSXEOLF� RI� ,QGRQHVLD������ DV� SDUW� RI� WKHLU�

GHFHQWUDOL]DWLRQ�� /RFDO� UHJXODWLRQV� FDQ� QRW� FRQWUDGLFW� WKH� OHJLVODWLRQ� RI� KLJKHU� RUGHU�

QRW� WR�FDXVH�D�UHVXOW�RI� WKH�FDQFHOODWLRQ��7KLV�FDQFHOODWLRQ� LV� WKH�DXWKRULW\�RI� WKH�FHQWUDO�

JRYHUQPHQW� LQ� UHODWLRQ� WR� WKH�XQLWDU\� VWDWH�� 6XSHUYLVLRQ�E\� WKH� FHQWUDO� JRYHUQPHQW� WKHUH�

DUH� WZR�PRGHOV� RI� SUHYHQWLYH� VXSHUYLVLRQ� DQG� RYHUVLJKW� UHSHVLI�� &DQFHOODWLRQ� UHJXODWRU\�

RYHUVLJKW�UHSHVLI�DUHD�LV�FRQGXFWHG�RQ�ORFDO�JRYHUQPHQW��&DQFHOODWLRQ�3URYLQFLDO�5HJXODWLRQ�

PDGH�E\�WKH�3UHVLGHQW�DQG�WKH�0LQLVWHU�RI�WKH�,QWHULRU�JDYH�ULVH�WR�D�GXDOLVP��)RU�LW�ZLOO�EH�

GLVFXVVHG�RQ�+RZ�FDQFHOODWLRQ�DUUDQJHPHQWV�DUH�PDGH�ZLWK�WKH�3URYLQFLDO�5HJXODWLRQV�DQG�

5HJXODWLRQV�3UHVLGHQWLDO�'HFUHH�RI�WKH�0LQLVWHU�RI�WKH�,QWHULRU"����:KDW�LV�WKH�OHJDO�HIIHFW�

RI�WKH�FDQFHOODWLRQ�RI�3URYLQFLDO�5HJXODWLRQ�E\�3UHVLGHQWLDO�'HFUHH�DQG�WKH�5HJXODWLRQ�RI�

WKH�0LQLVWHU�RI� WKH� ,QWHULRU"�7KH� LVVXHV�GLVFXVVHG�XVLQJ�QRUPDWLYH� UHVHDUFK�E\�XVLQJ� WKH�

DSSURDFK�RI� OHJLVODWLRQ�� WKH� OHJDO�FRQFHSW�DQDO\VLV�DSSURDFK�� LQ�RUGHU� WR�REWDLQ�DQVZHUV�

WKDW�GXDOLVP�FDQFHOODWLRQ�SURYLQFLDO�UHJXODWLRQV�VWLSXODWHG�LQ�VHYHUDO� ODZV�LQFOXGLQJ�/DZ�

1R�� ���<HDU� �����RQ�5HJLRQDO�*RYHUQPHQW�� /DZ�1R�� ��� \HDU� �����RQ�/RFDO�7D[HV� DQG�

OHYLHV��*RYHUQPHQW�5HJXODWLRQ�1R�����<HDU������RQ�*XLGHOLQHV�'LUHFWLRQ�DQG�&RQWURO�RI�

/RFDO�*RYHUQPHQW��0LQLVWHU�RI� WKH� ,QWHULRU�1R����<HDU������RQ� WKH�(VWDEOLVKPHQW�RI� WKH�

5HJLRQDO� ODZ�3URGXFWV� VWDWLQJ� WKDW� WKH�DXWKRULW\�RI� WKH� FDQFHOODWLRQ�RI� UHJXODWLRQV�PDGH�

E\�WKH�3UHVLGHQW�RI�WKH�LQVWUXPHQW�ZKLOH�WKH�3UHVLGHQWLDO�'HFUHH�FDQFHOODWLRQ�PDGH�E\�WKH�

0LQLVWHU� RI� WKH� ,QWHULRU�ZDV� OLPLWHG� WR� FDQFHOODWLRQ�'UDIW� 5HJLRQDO� 5HJXODWLRQ� RQ� VWDJH�

GXULQJ�WKH�HYDOXDWLRQ�RI�SUHYHQWLYH�VXSHUYLVLRQ�DQG�OHJDO�FRQVHTXHQFHV�FDXVHG�E\�WKH�GXDOLVP�

FDQFHOODWLRQ�RI�ORFDO�UHJXODWLRQV�DUH�GLIIHUHQW�EHWZHHQ�FDQFHOODWLRQ�PDGH�E\�WKH�3UHVLGHQW�

DQG�PLQLVWHU�RI�,QWHULRU��&DQFHOODWLRQ�LV�FDQFHOODWLRQ�RI�LWV�3UHVLGHQW�LQ�WKH�¿HOG�RI�H[HFXWLYH�

LQWHULP�¿QDO�FDQFHOODWLRQ�PDGH�E\� WKH�0LQLVWHU�RI� WKH�,QWHULRU� LI� WKH� ORFDO�JRYHUQPHQW� WR�

HQIRUFH� WKH� ORFDO� UHJXODWLRQV� FDQFHOHG� ,QWHULRU�0LQLVWHU� ZLOO� DVN� WKH� FDQFHOODWLRQ� WR� WKH�

3UHVLGHQW�
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I. PENDAHULUAN

I.1.  Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI Tahun 

1945) menyatakan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 

dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, 

dan kota itu mempunyai pemerintahan 

daerah, yang diatur dengan undang-

undang. Pada pasal ini juga menekankan 

pemerintah diwajibkan melaksanakan asas 

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan yang semuanya diatur dengan 

Undang-Undang organik.2 Salah satunya 

adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah 

diganti dan dicabut dengan Undang-undang 

No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), (selanjutnya disingkat UU 

No. 23 Thn 2014).

Dengan adanya suatu pengakuan serta 

pengaturan yang secara khusus mengatur 

tentang pemerintahan daerah dan sebagai 

suatu daerah otonom terutama pengakuan 

terhadap pemerintahan daerah provinsi 

maka untuk itu diperlukan adanya suatu 

aturan yang secara khusus mengatur daerah 

yang mempertimbangkan kekhususan 

yang menjadikan daerah memiliki payung 

hukum untuk memngembangkan daerah 

berdasarkan pada potensi yang dimiliki suatu 

daerah serta memberikan legitimit tindakan 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

dalam rangka memajukan serta memberikan 

payung hukum tindakan pemerintah daerah. 

Peraturan ini tentunya adalah Peraturan 

Daerah (Perda), sebagai produk legislatif 

daerah. Perda sebagai produk hukum di 

daerah, hendaknya mampu mengarahkan 

masyarakat daerah ke arah yang lebih baik 

dan mampu mengayomi masyarakat. 

Mengingat perda merupakan salah satu 

jenis hirarki peraturan perundang-undangan 

sebagaimana tertuang pada Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), 

(selanjutnya disingkat UU PPPU) Pasal 7 

ayat (1) Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka dalam pembentukannya pun 

harus menyesuaikan dengan pengaturan 

mengenai materi muatan seperti halnya 

Undang-undang sebagaimana yang diatur 
2 Soehino, 1991, +XNXP� 7DWD� 1HJDUD� 3HUNHPEDQJDQ�

2WRQRPL�'DHUDK, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan 

Pertama, BPFE, h. 16.
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pa Pasal 14 UU PPPU menentukan materi 

muatan Peraturan Daerah Provinsi dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi 

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan serta 

menampung kondisi khusus daerah dan/atau 

penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi.

Pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

terdapat dua bentuk yakni, pengawasan 

preventif dan pengawasan represif. 

Pengawasan preventif melalui tahap evaluasi 

kepada Rencana Perda (Ranperda) Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pajak 

daerah dan retribusi daerah serta Peraturan 

Daerah Tata Ruang kini ditambah dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, 

serta penambahan terhadap Pembatalan 

yang menjadi kewenangan Gubernur apabila 

Gubernur tidak melaksanakannya kemudian 

akan diambil alih oleh Menteri Dalam 

Negeri serta keberatan pembatalan yang 

dilakukan Gubernur terhadap Kabupaten/

Kota dilakukan oleh Pemerintah dalam 

hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. 

Sementara pengawasan represif dilakukan 

oleh Pemerintah terhadap seluruh Peraturan 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

yang pada dasarnya sesudah dilakukannya 

pengawasan preventif.

Adanya Pasal 145 ayat (3) UU No. 

32 Thn 2004 Keputusan pembatalan Perda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling 

lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya 

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Kewenangan Presiden dalam membatalkan 

perda dengan instrumen Peraturan Presiden 

(Perpres) serta dengan adanya kewenangan 

Mendagri yang diatur pada Pasal 185 UU 

No. 32 Thn 2004 dan Pasal 251 UU No. 

23 Thn 2014 merupakan kewenangan 

dalam kaitannya proses evaluasi Ranperda 

dengan pengawasan secara preventif, tetapi 

dengan adanya Pasal 90 ayat (3) dan (4) 

Permendagri 1 Thn 2014 yang menyatakan 

+DVLO� NODUL¿NDVL� 3HUGD� VHEDJDLPDQD�

dimaksud pada ayat (2), apabila tidak sesuai 

dengan hasil evaluasi maka Perda dimaksud 

dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

Hal ini menimbulkan dualisme Pembatalan 

Peraturan Daerah provinsi.

Dalam pembatalan perda berkaitan 

pengawasan secara represif terdapat dua 

model pembatalannya yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat. 

1. Pembatalan oleh Presiden dengan 

Peraturan Presiden terhadap seluruh 

perda tanpa terkecuali.

2. Pembatalan oleh Menteri Dalam 

Negeri dengan Peraturan Menteri 

'DODP�1HJHUL� SDGD� WDKDS� � NODUL¿NDVL�

bentuknya sudah Perda APBD, Pajak 

daerah dan retribusi daerah dan perda 

tata ruang provinsi serta penambahan 

terhadap RPJPD dan RPJMD serta 

pembatalan Perda Kabupaten/Kota 

yang tidak dibatalkan oleh Gubernur 

serta keberatan Pemerintah Kabupaten/

Kota terhadap Perda yang dibatalkan 

oleh Gubernur. 



4

Magister Hukum Udayana •  Mei 2015

ISSN 2302-528X
Jurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)

Vol. 4, No. 1 : 1 - 12

Berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah penulis ungkapkan sebelumnya, 

maka penulis tertarik untuk meneliti masalah 

hukum ini dalam bentuk jurnal ilmiah yang 

berjudul: “DUALISME PEMBATALAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI 

DENGAN PERATURAN PRESIDEN 

DAN PERATURAN MENTERI DALAM 

NEGERI”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang 

masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, 

rumusan masalah yang akan dibahas pada 

penelitian ini yakni berkaitan dengan :

1. Bagaimanakah pengaturan pembatalan 

Perda Provinsi yang dilakukan dengan 

Peraturan Presiden dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri?

2. Apakah akibat hukum pembatalan 

Perda dengan Peraturan Presiden dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri?

I. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui adanya 

dualisme Pembatalan Perda Provinsi yang 

dilakukan oleh Presiden dengan instrumen 

Peraturan Presiden dan Menteri Dalam 

Negeri dengan instrumen Peraturan Menteri 

Dalam Negeri. Sehingga memberikan 

penjelasan pejabat dan bentuk pembatalan 

perda itu sendiri,  dengan harapan semua 

daerah memiliki pemahaman bahwa perda 

yang dibentuk oleh pemerintah daerah 

tidaklah diawasi oleh oleh pemerintah pusat 

sekalipun pemerintah daerah memiliki 

kewenangan untuk membentuk perda juga 

memberikan penjelasan bahwa daerah 

juga dapat mengajukan perlawan dengan 

mengajukan suatu keberatan terhadap 

pembatalan perda.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian ini merupakan suatu 

jenis penelitian normatif yang dimana 

penelitian hukum normatif, yang mencakup 

penelitian terhadap asas-asas hukum, 

penelitian terhadap sistematika hukum, 

penelitian terhadap taraf sinskronisasi hukum, 

penelitian sejarah hukum, dan penelitian 

perbandingan hukum.3 Salah satunya 

adalah sinkronisasi hukum akibat adanya 

dualisme pembatalan perda yang dilakukan 

oleh pemerintah pusat dengan Peraturan 

Presiden dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri. Pada penelitian ini mempergunakan 

pendekatan Pendekatan yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan, Pendekatan kasus 

�FDVHV� DSSURDFK�� dan Pendekatan analisis 

konsep hukum �$QDOLWLFDO� DQG� &RQFHSWXDO�

$SSURDFK�. Dengan mempergunakan bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tertier yang dikumpulkan 

mempergunakan teknik kartu dan VQRZEDOO�

method, yang selanjutnya dianalisis teknik 

deskripsi, teknik argumentasi, teknik 

sistematisasi. 

3 A. Muktie Fajar dan Yulianto Ahmad, 2009, Dualisme 

3HQHOLWLDQ� +XNXP� 1RUPDWLI� GDQ� (PSLULV, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta. h. 153.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Pembatalan Perda 

Provinsi Yang Dilakukan Dengan 

Peraturan Presiden dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri

Konsepsi pemerintahan daerah 

bukanlah dalam artian sebuah lembaga, 

melainkan menunjuk pada tempat proses 

penyelenggaraan urusan atau tugas negara, 

yakni di daerah sebagai perpanjangan 

penyelenggaraan pemerintahan oleh 

Pemerintah Pusat.4 Setelah lahirnya otonomi 

daerah, dalam rangka untuk menampung 

aspirasi masyarakat di daerah, kepentingan 

umum dalam penafsirannya harus 

disesuaikan dengan masyarakat setempat, 

sikap pemerintah tidak dibenarkan secara 

parsial memihak bagi golongan tertentu saja, 

tetapi dilakukan secara menyeluruh untuk 

kepentingan masyarakat.5

Salah satu prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah adalah untuk 

meningkatkan dayaguna dan hasilguna 

penyelenggaraan pemerintahan, 

terutama dalam tujuan otonomi derah 

yakni pelaksanaan pembangunan dan 

layanan terhadap masyarakat serta untuk 

meningkatkan pembinaan kestabilan politik 

dan kesatuan bangsa.6 Hubungan pusat dan 

daerah yaitu dalam hal pengawasan. Secara 

terminologis istilah pengawasan disebut 

juga dengan istilah FRQWUROOLQJ�� HYDOXDWLQJ��

DSSUDLVLQJ��FRUUHFWLQJ�maupun�FRQWURO.7

Peraturan daerah yang menyimpang 

dari hukum dapat setiap saat dibawakan 

ke Mahkamah Agung untuk dapat 

dinyatakan tidak mengikat secara hukum 

oleh Mahkamah Agung.8 Pengendalian 

pemerintah pusat terhadap daerah melalui 

instrumen pengawasan, yang baik langsung 

maupun tidak langsung telah menyeret fungsi 

pemerintah sebagai badan eksekutif masuk 

ke ranah fungsi yudisial yang lazimnya 

menjadi otoritas badan yudikatif.9

Telah banyak peraturan daerah yang 

dibatalkan, pembatalan ini dikarenakan 

seperti yang tertuang dalam Pasal 136 

ayat (4) UU No. 32 Thn 2004 lama, Perda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilarang bertentangan dengan kepentingan 

umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Mengenai 

bertentangan dengan peraturan perundang-

undngan yang lebih tinggi seperti Undang-

undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang, Peraturan Pemerintah 

dan  Peraturan Presiden. Berkaitan dengan 

bertentangan dengan kepentingan umum 

berdasarkan Penjelasan Pasal 136 ayat (4) 

UU No. 32 Thn 2004 adalah kebijakan 

4 I Made Arya Utama, 2007, +XNXP� /LQJNXQJDQ, 

Pustaka Sutra, Denpasar, h. 37.
5 Adrian Sutedi, 2007, Implementasi Prinsip Kepentingan 

Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, 

6LQDU�*UD¿ND��-DNDUWD��K�����
6 H. A. W. Widjaja, 2005, 3HQ\HOHQJJDUDDQ�2WRQRPL�

GL� ,QGRQHVLD�� 'DODP� 5DQJND� 6RVLDOLVDVL� 8QGDQJ�

8QGDQJ� 1R�� ��� 7DKXQ� ����� 7HQWDQJ� 3HPHULQWDKDQ�

Daerah��37��5DMD�*UD¿QGR�3HUVDGD��-DNDUWD��K�������

7 Muh Fauzan, 2006, +XNXP� 3HPHULQWDKDQ� 'DHUDK�

.DMLDQ� 7HQWDQJ� +XEXQJDQ� .HXDQJDQ� $QWDUD� 3XVDW�

Dan Daerah, UII Press, Yogyakarta, h. 90.
8 Jimly Asshiddiqie, 2006, +XNXP� $FDUD� 3HQJXMLDQ�

8QGDQJ�8QGDQJ, Konstitusi Press, Jakarta, h. 38.
9 Widodo Ekathahjana, 2008, Pengujian Peraturan 

3HUXQGDQJ�8QGDQJDQ�'DQ�6LVWHP�3HUDGLODQQ\D�

di Indonesia, Pustaka Sutra, Jakarta, h. 37.
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yang berakibat terganggunya kerukunan 

antar warga masyarakat, kebijakan yang 

berakibat terganggunya pelayanan umum, 

dan kebijakan yang berakibat terganggunya 

ketentraman/ketertiban umum serta 

kebijakan yang bersifat diskriminatif. Pada 

UU No. 23 Thn 2014 Pasal 250

(1) Perda dan Perkada 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 

ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan 

umum, dan/atau kesusilaan.

(2) Bertentangan dengan kepentingan 

umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi:

a. terganggunya kerukunan antarwarga 

masyarakat;

b. terganggunya akses terhadap pelayanan 

publik;

c. terganggunya ketenteraman dan 

ketertiban umum;

d. terganggunya kegiatan ekonomi 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat; dan/atau

e. diskriminasi terhadap suku, agama dan 

kepercayaan, ras, antar-golongan, dan 

gender.

Pengawasan terhadap segala tindakan 

pemerintahan daerah, termasuk juga produk 

hukum daerah menurut sifatnya digolongkan 

menjadi :

1. Pengawasan umum

2. Pengawasan preventif

3. Pengawsan represif.10

Pembatalan peraturan Daerah yang 

diatur pada No. 32 Thn 2004, Pasal 145 

UU merupakan kewenangan Presiden 

untuk membatalkan Perda yang merupakan 

tindakan dalam rangka pengawasan secara 

represif. Ketentuan Pasal 185 memberi 

wewenang kepada Menteri Dalam Negeri 

membatalkan Raperda Provinsi tentang 

APBD dan Peraturan Gubernur tentang 

Penjabaran APBD yang bertentangaran 

dengan kepentingan umum atau perataturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi 

setelah Gubernur tidak mengindahkan hasil 

evaluasi. Jika membedah UU No. 32 Thn 

2004 sebagai dasar pembatalan perda maka 

yang akan dapat ditemukan dalam UU No. 

32 Thn 2004 ini adalah :

1. Mengatur mengenai pembatalan perda 

provinsi dengan instrumen hukum 

pembatalannya adalah Peraturan 

Presiden terhadap seluruh Perda 

baik Perda Provinsi maupun Perda 

Kabupaten/Kota kecuali Perda APBD, 

Perda pajak daerah dan retribusi daerah 

dan perda RTRW, Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota, sebagaimana yang 

diamanatkan pada Pasal 145.

2. Mengatur mengenai pembatalan 

Raperda Provinsi terbatas pada 

Raperda APBD, Pajak daerah dan 

retribusi daerah dan RTRW dengan 

melalui tahap evaluasi terlebih dahulu 

oleh Mendagri, sebagaimana yang 

dimaksud pada Pasal 185, dengan 

instrumen hukumnya yakni Peraturan 

Menteri Dalam Negeri.10 Irawan Soetjito, 1993, 3HQJDZDVDQ� WHUKDGDS�

3HUDWXUDQ� 'DHUDK� GDQ� .HSXWXVDQ� .HSDOD� 'DHUDK, 

Bina Aksara, Jakarta, h. 11
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3. Mengatur mengenai pembatalan 

Raperda Kabupaten/Kota terbatas 

pada Raperda APBD, Pajak daerah dan 

retribusi daerah dan RTRW dengan 

melalui tahap evaluasi terlebih dahulu 

oleh Gubernur sebagaimana yang 

dimaksud pada Pasal 186.

Diundangkannya UU No. 23 Thn 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka 

dengan itu UU No. 32 Thn 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah tidak berlaku 

kembali, oleh karenanya aturan-aturan 

mengenai pemerintahan daerah yang masih 

mengacu pada UU No. 32 Thn 2004 harus 

menyesuaikan kepada UU No. 23 Thn 

2014. Terdapat perbedaan dan persamaan 

pengaturan mengenai pembatalan perda 

yang diatur pada masing-masing Undang-

undang tersebut. 

Pasal 245 ini menentukan bahwa 

Menteri Dalam Negeri memiliki 

kewenangan dalam rangka mengevaluasi 

Ranperda Provinsi yang mengatur tentang 

RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang 

daerah, yang mana terdapat penambahan 

yakni berkaitan dengan RPJPD dan RPJMD 

yang pada UU No. 32 Thn 2004 tidak 

diatur.

Pasal 251 dengan tegas menjabarkan 

kewenangan Menteri Dalam Negeri 

yang berkaitan dengan pembatalan perda 

provinsi serta perda kabupaten/kota apabila 

Gubernur yang memiliki kewenangan 

untuk membatalkan perda tersebut tidak 

melakukan pembatalan. Mendagri juga 

memiliki kewenangan untuk menerima 

keberatan penyelenggara Kabupaten/Kota 

terhadap pembatalan Perda yang dilakukan 

ileh Gubernur, kewenangan Mendagri ini 

sangatlah lebih besar jika dibandingkan saat 

pengaturanya pada UU No. 32 Thn 2004.

Pembatalan terhadap Ranperda 

RPJPD dan RPJMD Provinsi merupakan 

kewenangan baru yang dimiliki Mendagri 

sebagaimana yang diatur pada Pasal 267-269 

UU No. 23 Thn 2014 karena sebelumnya 

pada UU No. 32 Thn 2004 pengaturan 

pembatalan Ranperda ini tidak pernah ada.

Ketentuan mengenai Pasal 314 dan 

324 UU No. 23 Thn 2014 merupakan 

kewenangan Mendagri dalam melakukan 

evaluasi terhadap APBD yang diajukan oleh 

Gubernur, serta Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah seperti halnya yang terdapat pada 

UU No. 32 Thn 2004 pada saat evaluasi 

dilakukan oleh Mendagri pembatalannya 

sifatnya masih preventif.

Peraturan Pemerintah No. 79 Thn 

2005 mengatur mengenai pejabat yang 

memiliki kewenangan pembatalan Perda, 

bentuk hukum pembatalan perda dan produk 

hukum daerah yang dibatalkan. Lebih lanjut 

pengaturan mengenai pembatalan Perda dapat 

dijumpai pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 

42.Mendagri dapat membatalkan Raperda 

Provinsi yang diajukan oleh Gubernur untuk 

Raperda APBD, Pajak daerah dan Retribusi 

daerah dan RTRW setelah melalui tahapan 

evaluasi dan membatalakan Perda Provinsi 

berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah dan 

Retribusi daerah dan RTRW setelah melalui 

WDKDSDQ� .ODUL¿NDVL� PHODOXL� 3HUDWXUDQ�

Menteri
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Permendagri 1 Tahun 2014 mengatur 

sebagai berikut:

1. Istilah pengawasan represif yang telah 

lazim disebutkan sebagai pengawasan 

setelah sahnya peraturan diganti 

GHQJDQ�LVWLODK�NODUL¿NDVL�

��� :HZHQDQJ� PHODNVDQDNDQ� NODUL¿NDVL�

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/

Kota dan Peraturan Bupati/ Wlikota 

yang sebelumnya menurut PP No. 

79 Thn 2005 merupakan wewenang 

Mendagri, dilimpahkan kepada 

Gubernur.

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 76 

sampai dengan Pasal 80 Permendagri No. 1 

Thn 2014 merupakan pengaturan mengenai 

tahapan evaluasi Raperda Provinsi berkaitan 

dengan APBD, Pajak daerah dan Retribusi 

daerah yang dievaluasi oleh Mendagri dengan 

berkoordinasi dengan Menteri keuangan dan 

Perda RTRW oleh Menteri Dalam Negeri 

dengan berkoordinasi dengan Menteri yang 

membidangi urusan tata ruang. Apabila hasil 

evaluasi menunjukan penolakan terhadap 

raperda yang diajukan oleh Gubernur 

Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda 

dan Peraturan Gubernur dengan Peraturan 

Menteri.

3HQJDWXUDQ�.ODUL¿NDVL�VHEDJDL�EHQWXN�

pengawasan represif pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah untuk Provinsi 

untuk Perda APBD, pajak daerah dan 

UHWULEXVL�GDHUDK�GDQ�575:�KDVLO�NODUL¿NDVL�

dapat berbentuk persetujuan bahwa Perda 

Provinsi dinyatakan tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi 

atau perda provinsi tersebut dinyatakan 

bertentangan dengan kepentingan umum 

dan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi yang selanjutnya Mendagri 

membatalkan Perda Provinsi tersebut dengan 

Peraturan Mendagri dan meminta daerah 

untuk melakukan penyempurnaan dan/

atau mencabut perda yang telah dibatalkan 

tersebut. Akan tetapi jika pemerintah daerah 

WLGDN� PHQJLQGDKNDQ� KDVLO� NODUL¿NDVL� GDQ�

tetap menetapkannya menjadi Perda maka 

Mendagri akan  meminta kepada Presiden 

untuk membatalkan Perda tersebut.

b. Akibat Hukum Pembatalan Perda 

Dengan Peraturan Presiden Dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Kewenangan dalam arti yuridis 

yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk menimbulkan 

akibat-akibat hukum.11 Seperti yang kita 

ketahui  atribusi delegasi dan mandat 

merupakan sumber kewenangan yang 

penting dalam negara demokrasi yang 

salah satu asasnya menekankan tindak 

pemerintahan harus didasarkan atas hukum. 

Asas demikian lazimnya disebut asas 

legalitas atau 5HFKWPDWLJKHLG�YDQ�EHVWXXU.12

Berbicara mengenai pembatalan 

merupakan suatu tindakan hukum 

pemerintahan yang memberikan akibat 

hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban. 

Pembatalan Perda Provinsi yang sifatnya 

11 Indrohato, 1991, 8VDKD� 0HPDKDPL� 8QGDQJ�

8QGDQJ7HQWDQJ� 3HUDGLODQ� WDWD� 8VDKD� 1HJDUD, 

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 68.
12 SF. Marburn, 1997, 3HUDGLODQ� $GPLQLVWUDVL� 1HJDUD�

GDQ� 8SD\D� $GPLQLVWUDVL� GL� ,QGRQHVLD, Liberty, 

Yogyakarta, h. 158.
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represif bukan lagi yang sifatnya preventif 

akan mengerucut pada pembatalan yang 

dilakukan oleh Presiden dengan instrumen 

Peraturan Presiden terhadap seluruh Perda 

dan Pembatalan yang dilakukan oleh 

mendagri terhadap Perda APBD, pajak 

daerah dan retribusi daerah serta tata ruang 

daerah kemudian ditambah dengan RPJPD, 

RPJMD serta pembatalan terhadap perda 

Kabupaten/Kota yang tidak dibatalkan oleh 

Gubernur dengan Permendagri pada UU No. 

32 Thn 2004 yang sekarang pembatalannya 

menggunakan instrumen Keputusan Menteri 

Dalam Negeri sebagaimana yang diatur 

pada UU No. 23 Thn 2014. Tindakan hukum 

merupakan suatu tindakan yang dimaksudkan 

untuk menciptakan hak dan kewajiban.13 

Tindak pemerintahan berdasarkan 

atas hukum adalah tindakan-tindakan 

yang mempunyai pengaruh hukum secara 

langsung, atau tindakan yang dimaksudkan 

untuk menimbulkan akibat hukum secara 

langsung.14 Pembatalan yang dilakukan 

oleh Presiden tersebut akan menimbulkan 

akibat hukum bahwa perda yang diajukan 

oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota batal dan tidak memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat dan 

Pemerintah Daerah harus mencabut dan 

tidak memberlakukan kembali perda yang 

dibatalkan tersebut. Mengingat HNVHNXWLI�

UHYLHZ� berakhir pada keputusan yang 

diberikan oleh Presiden. Pembatalan yang 

dilakukan oleh Presiden ini juga dilakukan 

kepada Perda APBD, Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah 

saat pemerintah daerah tidak menindak 

ODQMXWL�KDVLO�NODUL¿NDVL�\DQJ�GLODNXNDQ�ROHK�

Mendagri serta tetap memberlakukan perda 

tersebut maka Mendagri akan memohonkan 

pembatalan yang ditujukan kepada Presiden 

untuk membatalkan Perda tersebut, hal ini 

diatur pada Pasal 95 ayat (1) Permendagri 

No. 1 Thn 2014.

Apabila Pemerintah Daerah bersikukuh 

untuk menolak keputusan pembatalan 

tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 

145 ayat (5) Apabila provinsi/kabupaten/kota 

tidak dapat menerima keputusan pembatalan 

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh 

peraturan perundang-undangan, kepala 

daerah dapat mengajukan keberatan kepada 

Mahkamah Agung. 

Sementara pada UU No. 23 Thn 2014 

Presiden hanya memiliki kewenangan untuk 

memberikan keputusan atas keberatan 

pembatalan Perda yang diajukan oleh 

Pemerintah Provinsi terhadap pembatalan 

yang dialakukan oleh mendagri. 

Sebagaimana diatur pada Pasal 251 ayat 

(7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan 

Daerah provinsi tidak dapat menerima 

keputusan pembatalan Perda Provinsi dan 

gubernur tidak dapat menerima keputusan 

pembatalan peraturan gubernur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang 

dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan, gubernur dapat 

mengajukan keberatan kepada Presiden 

13 Ridwan, HR. 2011, +XNXP�$GPLQLVWUDVL�1HJDUD, Raja 

*UD¿QGR�3HUVDGD��-DNDUWD��K����
14 I G. N. Wairocana, 2006, 7LQGDN�3HPHULQWDKDQ��6XDWX�

2ULHQWDVL� 6LQJNDW, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, h. 7.
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paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak 

keputusan pembatalan Perda atau peraturan 

gubernur diterima.

Pembatalan perda yang dilakukan oleh 

Mendagri yang sebelumnya pengaturannya 

pada UU No. 32 Thn 2004 merupakan semata-

mata pembatalan Ranperda terhadap APBD, 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tata 

Ruang Daerah yang merupakan tahapan 

evaluasi dalam kaitannya melaksanakan 

pengawasan secara preventif sebagaimana 

yang diatur pada Pasal 185, memiliki 

kewenangan pembatalan pada tahapan 

NODUL¿NDVL� \DQJ� PHUXSDNDQ� SHQJDVDZDVDQ�

secara represif terhadap Perda APBD, Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dan Tata 

Ruang Daerah seperti yang diatur pada Pasal 

90 ayat (3) dan (4) Permendagri No. 1 Thn 

2014. Namun pembatalan yang mengacu 

pada Permendagri No. 1 Thn 2014 ini 

hanya sebatas jika Pemerintah Daerah mau 

mencabut dan tidak memberlakukan kembali 

Perda yang dibatalkan oleh Mendagri, tetapi 

jika Pemerintah Daerah tetap memberlakukan 

Perda yang dibatalkan tersebut sebagaimana 

yang diatur pada Permendagri tersebut 

Mendagri akan memohonkan pembatalan 

kepada Presiden untuk membatalkan Perda 

yang dibatalkan tersebut. 

Diundangkannya UU No. 23 Thn 

2014 menjadikan kewenangan Mendagri 

bertambah tidak hanya sebatas pada 

melakukan evaluasi Ranperda APBD, pajak 

daerah dan retribusi daerah serta tat ruang 

daerah yang sebelumnya diatur pada UU 

No. 32 Thn 2004 juga mencakup mengenai 

RPJPD dan RPJMD juga pembatalan Perda 

Kabupaten/kota yang tidak dibatalkan oleh 

Gubernur dan keberatan Pemerintah daerah 

terhadap pembatalan perda yang dilakukan 

oleh Gubernur. Akibat hukum yang 

ditumbulkan yakni hanya menimbulkan 

pembatalan yang sifatnya tetap jika 

pemerintah daerah secara langsung untuk 

mencabut dan tidak lagi memberlakukan 

Perda yang dibatalkan oleh Mendagri, 

tetapi jika pemerintah daerah bersikukuh 

dan mengajukan keberatan kepada Presiden 

terhadap pembatalan Perda yang dilakukan 

oleh Mendagri Keputusan Pembatalan 

Mendagri tersebut bisa saja tidak berlaku 

apabila Presiden mengabulkan keberatan 

yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. 

Mengingat keputusan Pembatalan Perda 

berada pada Presiden selaku Pemegang 

kekuasaan Pemerintah.

IV. PENUTUP

���� 6LPSXODQ

1. Bahwa Pengaturan Pembatalan Perda 

yang dilakukan oleh Presiden dapat 

ditemukan pada Pasal 145 ayat (2) 

dan (3), UU No. 32 Thn 2004, Pasal 

37 ayat (4) PP No. 79 Tahun 2005, 

serta Pasal 91 ayat (4) Permendagri 

No. 1 Tahun 2014, Pasal 251 ayat 

(7) UU No. 23 Thn 2014. Pengaturan 

Pembatalan perda yang dilakukan oleh 

Mendagri dapat ditemukan pada Pasal 

185 ayat (5) UU No. 32 Thn 2004, 

Pasal 40 ayat (2) PP 79 Tahun 2005 

dan Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 90 ayat 

(3) Permendagri 1 Thn 2014, Pasal 

245 ayat (1), Pasal 251 ayat (1), (3), 

(8), dengan diundangkannya UU No. 
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23 Thn 2014 maka UU No. 32 Thn 

2004 tidak berlaku kembali.

2. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan 

dengan Pembatalan yang dilakukan 

oleh Presiden adalah Pemerintah 

Daerah harus mencabut dan tidak 

memberlakukan kembali Perda yang 

telah dibatalkan tersebut atau ketika 

tidak setuju dengan pembatalan 

yang dilakukan oleh Presiden dapat 

mengajukan keberatan kepada 

Mahkamah Agung. Sementara bagi 

pembatalan yang dilakukan oleh 

Mendagri Perda yang dibatlakan 

tersebut dinyatakan tidak berlaku 

dan dicabut tetapi ketika Pemerintah 

daerah tidak mencabut dan tetap 

memberlakukan Perda yang dibatalkan 

tersebut perda tersebut masih berlaku 

sepnajang Presiden tidak memberikan 

keputusan pembtalan perda tersebut 

berdasarkan permohonan yang 

diajukan oleh Mendagri.

4.2 Saran

1. Agar seluruh ranperda tanpa terkecuali 

melalui tahapan evaluasi untuk diteliti 

apakah suatu ranperda yang akan 

dibentuk oleh Pemerintah Daerah 

terjadi pertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi 

dan/atau terjadi pertentangan dengan 

kepentingan umum sehingga menjadi 

jelas kewenangan Mendagri hanya 

terbatas pada proses preventif melalui 

tahap evaluasi dan pada proses represif 

tetap menjadi kewenangan Presiden 

selaku pemerintahan pusat dan 

pemegang kekuasaan Pemerintahan.

2. Agar dengan diberlakukannya UU 

No. 23 Thn 2014 Pemerintah lebih 

cepat untuk membentuk peraturan 

pelaksananya agar dapat melakukan 

penyesuaiaan serta dilakukan 

sosialisasi ke daerah guna daerah 

lebih cepat untuk beradaptasi sehingga 

tidak lagi menimbulkan kerancuan dan 

kebingungan mengingat induk dari 

pengaturan pemerintahan daerah telah 

diganti karena transisi dari UU No. 

32 Tahun 2004 dan berubah ke UU 

No. 23 Thn 2014 akan memerlukan 

waktu meningat adanya perbedaan 

serta penambahan pengaturan baru 

yang mendasar tehadap pemerintahan 

daerah.
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